BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI

TAHUN 2009 NOMO@

PERATURAN OT.@kABUMI

> &

TANGGAL 6 200
’a

NOMOR \ HU }~ 0

TENTANG @ ER AN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUK NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
UDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KERJA DINAS PENDAPATAN,
NGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009



PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOT ABUMI NOMOR 20

TAHUN 2008 TENTANG KEDUN, T. OKOK, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PENDARATAN, P LOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET AHK SUKABUMI

S

enindaklanjuti hasil rapat tanggal 20
yang membahas mengenai kewenangan
adaan tanah (dan kendaraan) di luar
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, maka
epastian hukum dan tertib administrasi perlu
fietapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang
ubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20

@ ahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan
@ tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan

Menimbang

Aset Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 n 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (kex Negara Republik

Indonesia Tahun 19 Q om 69, Tambahan
Lembaran Negara Repm) [ndon omor 3890);

or 32 un 2004 tentang
aefdh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 mor 125, Tambahan

Lembaran/ Nexara Indonesia Nomor 4437)
sebagaimaqy tela rapa kali diubah terakhir
deng@nda

% erub{zign Kedua Atas Undang-Undang

,_..
=)

2004 tentang Pemerintahan Daerah
ra Republik Indonesia Tahun 2008

mbahan Lembaran Negara Republik
mor 4844);

%4. S%ng—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

mbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Q Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

@ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan ..................



Memperhatikan

Menetapkan
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7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun

2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kot kabumi Tahun 2008

Nomor 2);
Peraturan Daerah @@bu@omor 6 Tahun
an

2008 tentang P Suisunan Organisasi
Perangkat Dagrah Kota Suka (Lembaran Daerah

n ZO(@omor 6);
1. Pers @Wa' éukabumi Nomor 6 Tahun

Z(Qtntan berian Tugas dan Kewajiban
rintah innya kepada Wakil Walikota

@Per@n Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun

2 ntang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,

ata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

3; uangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi

Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA
SUKABUML



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas,Rendapatan, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah bumi (Berita Daerah
Kota Sukabumi Tahun 200 @diubah sebagai

berikut :
O
1. Diantara huruf @ asal ayat (1) disisipkan 1

(satu) huruf yak f c1, sehingga Pasal 32 berbunyi

sebagai berikut :
@ : @graf 2

membantu dan bertanggung jawab kepada

g@ @ala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam hal :

Q a. pengumpulan dan pengolahan data bahan

penyusunan pedoman pembinaan urusan-
urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset

bergerak Pemerintah Daerah;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak
Pemerintah Daerah;

c. pemonitoran, evaluasi, dan saran tindak urusan-
urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset
bergerak Pemerintah Daerah;

cl. pengadaan .............
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cl. pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4
(empat) untuk kepentingan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi di luar
Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan;

d. penyusunan administtasi pengelolaan dan
pemeliharaan aset b k Pemerintah Daerah;

e. pemonitoran pe n/pemakaian atas aset
bergerak Pemeri aera

f. pelaksan . lai Qe diberikan oleh
atasan. @

2) Dala alak s sebagaimana dimaksud
g
pada_a Kepala Seksi Pengelolaan dan

Q
@ngelolé@ministrasi Aset Bergerak;
en ezin Pemakaian Aset Bergerak; dan
l‘l '@ Be

fawan Barang.

@ian uruf ¢ dan d Pasal 33 ayat (1) disisipkan 3

(th ‘;. ruf yakni huruf c1, huruf c2, dan huruf <3
g sehirgga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
@ Paragraf 3

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak
Bergerak

Pasal 33 .............
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Pasal 33

(1) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak
Bergerak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset

Daerah dalam hal :

a. pengumpulan da Iahan data bahan
penyusunan pn @na&m urusan-
urusan penge dy araan aset tidak

e
hD <
b. penyiapgny bghan penyusunan rencana kerja

eliharaan aset tidak

rak Pemegintah Daerah;

Q
@nyusuﬁ%, penyiapan, dan pengurusan

emi anganan tanah/bangunan milik
Pe mtah Daerah;

ber Pemerint erah;
c. pe 1tdran, i, dan saran tindak urusan-
@ pena dan pemeliharaan aset tidak

c2. p, sunan, penyiapan, dan pengurusan
adaan tanah/ bangunan untuk

entingan Pemerintah Daerah dan/atau
%fasilitasi sosial dan fasilitas umum;

@ penyusunan, penyiapan, dan pengurusan

@ status tanah Pemerintah Daerah dan

perubahan status tanah negara/Daerah;

d. penyusunan administrasi pengelolaan dan
pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah
Daerah;

e. penyerahan hasil penyertifikatan hak-hak atas
tanah Pemerintah Daerah dan pelepasan hak
atas tanah serta perubahan status tanah negara
kepada unit kerja terkait;

f. pengelolaan ..................



f. pengelolaan, pemanfaatan, dan penyelesaian
permasalahan aset tidak bergerak;

g. pemonitoran dan evaluasi
perjanjian/pemakaian aset tidak bergerak
Pemerintah Daerah; da

h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh

atasan. @

(2) Dalam mela ugas %aimana dimaksud
pada ayat ((1), Kepala Se&Ksi Pengelolaan dan
Pemeliharaa Tida]@rgerak dibantu oleh :

QI Admd si Aset Tidak Bergerak;
dla 1zj akaian Aset Tidak Bergerak;
an Barang.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di¢Sukabumi
Pada tangg ril 2009

v(@OTA@ABUML
O
@ P’ ttd.
@MO@SLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Suka m@ @
Pada tanggal 6 April 2&%
SEKRETARIS DAERA Q @
SUKABUM A’b )
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